
ROVINSI - APUA BAR.AT 

PERATURA?f BUPATI SORONG SELATAN 

NO MOR 
1

lO .o: TAHU:N 2022 

TE TANG 
PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PE:NERAPAN MANAJEMEN RJSJKO 

DI .LINGKUN·G . PE'MERIN·TAR KABUPATEN ·SORONG SELATAN 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI ,SORONG SELATAN, 

Menimbang : a, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat ( 1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 lahun 2008 tentang 

Sistem Penge.ndalian Intern Pemerintah, Pimpinan 
Instansi Pemerintah waJib melakukan penilaian rrsiko; 

b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan 

Sistem Pengendalian Intern Pemenntah (SPIP), 

diperlukan pedoman penyusunan dan penerapan 

manajemen risiko yang dapat digunakan untuk 

mengelola risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Sorong Sela tan; 
c.. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu 

menetapkan Pera, rran Bupati tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Manajemen Risiko di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan. 
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I.. I,• I 1. .nr 

hhl Ind ne iu'I t h n I 

ndn p Numor 1 Tnhun ,-, n nri 
mb ntukan . ro 'i1 i t ,n, rn U j 

pat n-1 1bupat n Otonornl di Provin i 'P« pu 
B- at [Lemb .on Negara Rept Uk Jndon · i , T h _ .n 
1 , Nomor 47 Tambahan Leml ,.aran N� ra 
Republik Indonesia Nomor 2907); 

a. Undang-Undang: Nomor 21 Tahun. 2001 tentang 

Otonomi khusus bagi Provinai Papua Daerah 
(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2001 
Nomor 13S, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 41 S 1); 

4. Undang-Undang Nomor .26 Tahun 2002 Tentang 

Pembentukan Kabupaten Sororig Selatan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 4245); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Republik Indonesia Nom.or42.S6); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 435S):� 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab 

Keuangan Negara [Lembaran Negara Republik 
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'In.I n 1, l_tn_ "or run u ·1 , n 

2011 put m 

N, r un I, r, h u1 

rn (L n .. 

• ·1 nml nhm N g.uro , p bUk 

1 - - 4) · m a tel diubs 1 

d n nn Undang-U dang Nornor 15 Tnhtrn 201 

(L rnbar. n Ne ra Repu Uk Jndone ia Tahun 2019 

Nomor 183, Tam.bah I Lernb ran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6398)· 

9 .. Undang-Undang Nomor 23 Ta.bun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2014 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [Lembaran Negara 

Republik Indonesia. Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573)'; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2.005 

tentang Penge]olaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 

2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lem.baran Negara. Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6322); 
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T mbahan L mbaran N···0�, 
....... 

Nom ,r 604 )•• 

3,. Pera ran Menteri Dalam Negcrl Nomor 80 Tahun 
2015 tentai g Pe:mben kan · 'roduk Hukum Daerah 

(Serita Ne·gara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomorl20 Tahun 

2018 (Berita N gara Republik Indoneeia Tahun 2018 
Nomor 157); 

14 Peraturan Kepala Bad Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan Nomor S Tahun .2021 tentang 

Penilaian Maturitas Penyelen zaraan Si tem 
Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada 

Kem,enterian/Lemba.g.a/Pemerintah Daerah; 
I S..,Peraturan Deputi Kepala Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan Bidang Peng.awasan 
Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 4 Tahun 

2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada 

Pemerintah Daerah; 
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1 L 'II · IP N 

I 

mT.ENTU _ UMUM 

Pa:-al. l 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan 

1. Daerah adalah Kabupaten Sorong Selatan; 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Dae·rah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenan.gan Daerah Otonom; 
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan · erwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsi.p Otonomi seluas luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Repu.blik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Neg.ara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
4� Bupati adalah Bupati Sorong Selatan; 
5,. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten S.o,rong Selatan; 

6� Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten 

Sorong Se Iatan; 

7 � Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Sarong Selatan; 
8 Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya dis· gkat OPD adalah 

unsur pernbantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;, 

9 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Daerah selanjutnya disebut 
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1. ·_ 

_ stru · ·r untuk mencn_- kan ·. 

.. Proses �em n Riaiko d ah pene� pan 

prak �k manaJem,en yang. bersifat sistematis atas aktivi 

dan konsultasi, penetapan konteke, id·entifikas rrstko, An jsis Ri Iko 

evalua:si risiko, miti.ga.si rislko, serta pemantauan dan revru; 

17. Sisa Risiko adala.h risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang 
sudah ada; 

18. Anali is Risiko adalah proses penilaian te·rhadap risiko yang telah 

teridlen.tifi asi dalam rangka mengestimasi kem.ungkinan munculnya dan 
besaran dampaknya unruk menetapkan level atau status risikonya; 

19 .. Ideo.tifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, di mana, kapan 
mengapa, dan. bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat 
berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan; 

20. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adala1; 
uraian tentang kegi.atan pe gendalian yang akan dilakukan ole' 
perangkat daerah; 

2 .. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu ke:giatan unu. 
memastikan bahwa keziatan tersebut telah dilaksanakan sesua .... ·j d � Q..J. ·. · .eng_: 
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terukur pada suatu pro .am dan terdiri dari sekumpulan indakan 

pengerahan sumber daya baik y.ang berupa personal ( umber daya 

marruaia], barang, modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau 
kombinasi deri b berapa atau ke semua j nis sumber daya tersebut 
eebagal masukan (input) untuk m.enghasilkan keluaran (ou;(put) dalam 

bentuk. barang/jasa; 
24.. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang, selanjutnya 

disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencariaan daerah untuk 
periode S [lima] tahun; 

2.S. R.encana Strategis Organisasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya 

disingkat dengan Renstra OPD adalah dokumen perencanaan sa.tuan 

kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun;. 

26. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingk.at 

PPAS adalah rancangan program priorltas dan patokan batas maksimal 

anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai 
acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD; 

27. Rencana Kerja dan Angg:aran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 

RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi 

rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat 
daera serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyus nan Anggaran 
Pendapatan dan Be.lanja Daerah; 

.28. Kue, Ioner adalah seperangkat pertanyaan/pernyataan yang telah 

disu sun sebeJumny,a dengan tujuan untuk mem.per-oleh informa.si yang 
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1( _) 

BAB II 
MANAJE.MEN RIS,IK.0 

Bagian Kesatu 

U.mum 

Pa;sal 3 

Manajemen risiko pemerintah daerah ch1.akukan aras tujuan strategis 
pemerintahan daerah, tuluan strategis pcrangkat daerah, dan tujuan pada 
tingk.atan kegiatannya 

Bagian Kedua 
Tujuan Manaje.men Risilko· 

Pasal 4 
(1) Tujuan daJam .manajemen .risiko dibagi menjadi tiga tingkatan yang 

terdiri dari: 

a. konteks strategis pemda; 
b, konteks strategis (entitas) OPD, dan 
c. konteks operasional (kegiatan). 
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( 

Ullfl 

1[ ) n dnl m Jc ntel p ros .) p cl-:- Y'"' (I) hu 'f 

ditct p nn. bcrd .- _... l nn t d _ an kcgiol yang l re um d.aJam d kumen 

Rl(A OPD. 

B.agfan Ket:lga 

Tahap .Manl\f em.en RI lko 
Pasal 5 

Manajemen ri iko dilakukan melalui: 

a. Pengembangan budaya sadar risiko, 
b Fembentukan struktur man.aJ,e.men risiko· dan 
c, Penyelenggaraan proses manajemen rfsiko, 

:Paragraf' 1 

Pengem'bangan Budaya :IU iko
1 

Pa al6 

(1) Peng:embangan budaya sadar rfsiko sebagairnana dimaksud dalam. P.asal 

s huruf a dilakukan sesuai dengan nilai-nllai organisasi pemerintah 

daerah: 
(2J1 Pengembangan budaya sadar risiko sebagaimana climaksud pada ayat (1.) 

dilakukan melalui: 

a.. SosiaJi.sasi pemahaman risiko kepada setiap pegawai di seluruh 
· _ lngkatan organisasi di setiap satuan kerja; 

b, In· rnalisa i manaj men risiko daJam setiap proses pengambilan 
keputusan di seluruh tingkatan organisasf: dan 
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J I 

�. ian m 
n 

nra .r2 
embent . cme.n R1 , · _ 

(1) 

Pa '7 

melakukan .manajemen ri.siko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

5 hunif b dibentuk struktur manajemen risiko, yang terdiri atas: 

a. Bupati aebagai penanggungjawab manajeme.n risiko; 
b. Sekretarts Daerah Kabupaten sebagai koordiriator p nyelenggar'aarr 

manajemen risiko pemerin ah d ierah: 
c, Bupati dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai Unit Pemilik Risiko 

(UPR); dan 

d. Inspektur Daerah sebagai unit kepatuhan dan penanggung jawab 

pengawasan .. 

- ··2) Bupati sebagai penanggungjawab manajemen risiko sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (l} huruf a berwenang menetapkan arah . ebiJakan 
manaJemen rtsiko pemerintah daerah: 

satuan/unit kerja sebagai UPR sebagaimana 
(1.·) ·. h f . uru · c bertanggung, jawab melakukan 

Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan manajemen 
risiko pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat fl) huruf b 
berwenang mengkoordinasikan rnanajemen risiko di lingkungan 
Pemerintah daerah· 

' , 
Bupati dan pimpin.an 
dimaksud pada ayat 
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ri 

r rn in h de 11 • 

Pe· ycJeu 

(2) 

(3) 

(4) 

p· aaJ 8 

('.1)1 Proses man.ajcmen risiko sebagaiman dimaksud dalam Pasal .s hurur c 

meliputi: 
a. ldenti.fik :si kelemahan lmgkun.gan pengendalian; 

b, Penilai.a:n risiko; 
c. Kegiatan pen.gendalian.· 
d, Informasi dan komunikasi; dan 
e, Pem.antauan. 

Proses manajem-en risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dite:rapkan 
dalam suatu sildus berkelanjutan; 
Setiap :siklus sebagaunana dimaksud pad.a ayat (2.) mempunyai periode 
penerapan selama 1 (satu) tahun; 
Proses manajemen risiko sebagaimana dimak:sud pada ayat (1) harus 

menja.di bagian yang terpadu dengan proses man.ajemen secara 
keseJuruhan m . tu d - ·- - · d d- - - aik d an - · · r enya _ _ alam budaya 10.rgarusas1,. _ .an _2sesu. _ -. an erig 
proses bisnis organisasi.. 
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n ,I n c-tc, m,p t 

Kom,I O M1 noJ m n ru- ·O 

p _g 

( 1) Kepnlo. Daerah membentuk Komlte Mo.najcm n Rlsiko. 
(2:), Komite Man .�cmen ,Ri iko sebagai . , ana dimak ud pad - _ yat ,( l) terdiri 

atas: 

a, Kepala Daerah sebagai ketua · 
b. Kepala Bappeli tbangda sebagai koordinator merangkap anggota: dan 
c .. Kepala Organisasi Perangkat Daerah EseJon II sebagai anggota, 

(3} Komite ManaJemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) memiliki 

tu gas: 

a Melakukan pemblnaan terhadap m.anajemen risiko pemerintah daerah 

yang: meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan 

manajemen risiko di lingkungan pemerintah daerah; 

b, Membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan 
manajeme:n risiko yang disampaikan kepada Kepala Daerah cq .. 

Sekretaris Daerah, 

Bagian K·ellma 

Unit Pemilik Rlsiko 

Pasal 10 

(I) Unit Pemilik Risiko sebagai penanggung jawab manajemen risiko terdiri 
atas: 

a. Unit Pemilik Ri siko Tingkat Pemerintah Dae rah; 

b. Urut Pemilik Risiko Tingkat Es Ion II; dan 

c. Um t Pernilik Risiko Tingkat Es Ion IH dan IV 

(2) Unit Pemilik Risiko Tlngkat Pemerin tali Daerah sebagaimana dimaksud 

pada a at ( l )1 huruf a memiliki tu gas· 

a. Menyusun strategi manajemen risiko ditin.gkat pemerintah daerah; 
b. Menyusun rencans kerja manajemen ris:iko di tingkat pemerintah 
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n ·ic 1 lifilm i. dnn rmnh i· rt�iJ u t rJu d 

d� pen 

m ri:ntnh d -mh; 

d, n p manta · art ri iko ho U 

Idenfifiknsl clan annli ls rislko: dan 
e. ,_enatau - · · akan proses manaiemen risiko, 

(3) Unit Pemilik Risiko Tingkat Bselon n sebagaimarra dimaksud pada ayat 

( J huruf b memiliki tugas: 

a.. Menyusun strategi manajemen risiko di tingkat UDJt eselon ll pada 

OPD masing-masing; 

b. Menyu.sun reneana kerja manajemen risiko di tingkat unit eselon II 

pada OPOi masing-masing; 

c, Melakukan. identifikasi dan analisis rislko terhadap pencapaian 

tujuan. dan sasaran strategis OPD; 

d. Melakukan kegiatan. penanganan dan pemanta .an zisiko has.il 

Identifikasi dan analisis risiko; dan 

e. Menatausahakan proses manajemen risiko 
(4� Unit P'emllik Risiko Tingkat Eselon III dan IV sebagalmana dimaksud pada 

ayat (11 hurufc memiliki tugas: 

a. Melakuk.an identiftkasi dan analisis risiko terhadap pencapaian 

tujuan dan sasaran kegiatan; 

b Melakukan .kegiatan penanganan dan pemantauan. risiko basil 
Identifikasl dan analisis risiko; dan 

c. Menatausa.hakan. proses Manajemen risiko, 

Bagian K·een.am 

Jd,en'tlftka i Kelemahan Lingkungan Pengendalian 
Pasal 11 

,(1) Id. ntifikasi kelemahan lingkungan pengendalian diperlukan untuk 

menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam 
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, n In h 

n · n 1,· 11 n 1, _ ih _ 1 
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P nU J n RI lko 
:11:- _ . 12 

(l) p nilruan risiko dimal udkan un tuk mengidcn Ifika, i ris.ik yang dap. -. 
men harnbat pencapaian tujuan. :ms.tansi pemerintah dan rnerumuskan 

ke = .. atan pcngendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko. 

·(2) Penilaian risiko dilakukan atas: 

a. Tujuan strategis Pemerintah Daerah; 
b. Tujuan strategis (entitas] O D; dan 

c, Tujuan operasional [kegiatan) OPD.. 

(3) Pe· ilaian risiko atas tujuan strategis pemda sebagaimana dimaksud pada 

ay.at 1(2) huru! a dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan 

RPJMD atau segera setelah dJselesaikannya RPJMD. 

(4:) Penilaian risiko atas tujuan s.trategis [entitas] OPD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), huruf b dilak.sanakan bersamaan dengan proses 

penyusunan renstra OPD atau segera setelah diselesaikannya renstra 
OPD� 

(S) Penilaian risiko .atas tujuan operasional {kegiat.an) OPD sebagaiman.a 

dimaksud pada ayat ,(2) huruf c dilaksanakan bersamaan d.engan proses. 
penyusunan RKA-OPD atau segera setelah diselesaikannya RKA OPD. 

(6.) Penetapan kri .eria penilaian risiko bertujuan m .. emberikan pemahaman 
yang sama mengenai kriteria penilaian dan anallsis atas risiko-ris ko, 

(7J Knte.ria penilaian risiko rneliputi : 

a. Skala dampak risiko; 
b Skala kemungkinan riaiko; dan 
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(1') , '11 lll. n konn ks/tu"unn cbag · arra dim k I d clnlnrn P al 12 yn 

C) huruf · l rdiri dark 
T _ p pen t p ., konteks/tujuan; dan 

b. p net pan kriteria risiko. 
(2) Penet:apan konteks/tujuan bertujuan untuk menjabarlcan tujuan 

instansi dan. tujuan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan 

rencana kinerj.a tahunan. 

Parapaf'2 

ldentlftkasl Rl 1-o 
Pasal 14 

( 1) Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 aya (8)1 'huruf b 

bertujuan untuk me,ngidentifikasi nsiko yan.g dapat mengbambat 
pencapaian �juan di lingkungan pemda yang meliputi tujuan atrategis 
pemda, tuiuan strategis (entitas) OPD, dan tujuan operasional (kegiatan] 
OPD. 

(2J Tahap peiaksanaan identiflkasi risiko meliputi kegiatan ·· 

a. Mengjdentifikasi berbagai risiko yang menghambat pencapaian 

tujuan, pemilik risiko, sebab risiko, sumber risiko, dan dam.pak risiko: 

dan 
b, Mendokumentasikan proses identiflkasi risiko dalam daftar risiko, 
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( 1 _J tlal p 12 oy I ) h 1r - 

n1 kol In le rnc I nl k d, ri .uatu -L rJ i'k 

n _." n. m n - kur nil i. kern ngldnnn d n d · -� .. pah ny _ 
1

(2) . il pc. ilaia . sebe almnrm dimakaud p de. ay .- .. (1}· su tu 
riaiko dttenrukan tin kat ri. dleo ebaga] inform si untuk 

menci,ptak rencan tindak pengendalian, 
(:3) Taha:p pelaksana analisi.s risiko rneliptrti kegiatars: 

a. M lakukan anal:isis da.mpak dan kemungki.n.an risiko; 

b Memvali.dasi risiko; 
c. Melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang. dibutuhkan; 

dan 
d Menyus n Rencana Tindak P-ngendalian (RTP) .. 

BABm 
KEGIATAN PENGENDALIAN 

Pasal 16 

ClJ' .Ke,giatan pengendalian merupakan tahap untuk mengimplementasikan 

reneana tindak: pengend.alian (RTPJ; 
1

f2J Implementasi Rencana Tindak Pengendalian ·(RTP)1 sebagaimana 

dimaksu d pada aj a ( l )1 melipu ti kegia an � 
Pembangunan infrastruktur peng ndalian yang antara Iain dapat 
b rupa kebijakan dan/atau prosedur; d 1 

_ 

b. P 1 .. s .aan kebiiaka dan pro edur pengendallan, 

�,, 
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I "·si 

n I· Ii" 

B .. ,V 

TAUAN 

P - 18 

(1), Pemantauan dilaksanakan tmtuk memastikan bahwa manajemen ri iko 

telah dilakuk sesuai de.ngan ketentuan; 
(2) Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai 

dari Kepala Daerah, Kepala OPD (Pejabat Eseio·n II)., Kepala 

Bagian/Kepala Bidang (Pejabat Eselon ill], Kepala Seksi./Kep a Sub 

.Bagian (Pejabat :Eselo.n IV) sesuai deng ruang lingkup dan 

kewenangannya, 
(3) Pelaksanaan pe·mantauan .manajem. en rieiko pemerin _a!h da rah oleh 

Kepala Daerah dapat didelegasikan kepada unit keparuhan; 

(4) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terplsah dapat dilaksanakan oleh 

Jnspektorat :selaku penaoggung Ja ab penga .asan manajemen 
risiko meJiputi audit, reviu, pemantauan, evaluaai, dan pengawasan. 

1ainnya.. 

BAB VI 

PE.LAPORAN 

Pasal 19 

(1)· Dalam rangka .mendukung akuntabilitas :manaje.men risiko, pemeriritah 
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h 1 . 111.U 111 " I I IJ � 

ur U I' .1iU - kil ! dr 

L 

(2) h - - -r 
di n , lei 

nit· 

nilai· .n r.i ik 1 
• • n : t rdfri d rs: 

ts Pcrnda: 

b, p,. r il ·•, � ri dko trategis (en tas/OPD)r d 

c, Periila! . riaiko operasional OPD. 

(4,) Laporan pelaksanaan nsiko dibua · oleh unit pemilik ri.siko disampaikan 

kepada kepala daerah, tembusan kepada sekretaria daerah dan unit 

kepatuhan internal .. 

(S) Laporan pelaksanaan rtsiko s.ebagaimana dimaksud pada ayat (2) h ruf a 

dapat berupa doku.men penilaian risiko/dokumen rencana tindak 

pengendalian; 

(6) Laporan ber:kala manajemen rlsiko oleh unit pemilik risilco sebagaimana 

dimaksud. pada ayat (2) huruf b dilakukan seeara trlwulanan,. dan 

tahunan disampa.ikan kepada kepala Daerah, dengan tembusari kepada 

sekretaris daerah dan unit kepatuhan Internal; 
1

(7) Laporan berkala manaiemen risiko oJeh Unit P milik Risiko sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) buruf b unhlk tingkat entita:s pemda 

dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Pemda, ,_ edangkan untuk 

tlngkat strategis OPD dan tingkat operaslonal OPD dikoordinasikan ole:h 

Unit Pemilik· Risiko Tingkat. EseJon II�, 

(8) Laporan berkala pemantauan risiko oleh Unit Kepatuhan Internal 

sebagaimana dimaksud pada ayat. (2) buruf c dilakukan secara 

triwulanan, dan tahunan disampaikan kepada kepala daerah dengan 
tembusan kepada sekretaris daerah. 
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I 
'VII 

UTU 
20 

r turun · up · ini ruu lni b rl Ieu padr lE n f!OI diund ngk n. 

seti p oran - m -n ctnhuin n mcmcrin · hknn p ngu ndang:an per t, ran 
buPati ·ni derrgan penempatann a dalarn Berita Daerah Kabupaten Sorong. 
Sei ·atan. 

Diretapkan di Te:minabuan 

:: 11 Me, 9-b Z""L 

eminabuan 

··RAH .KABUPA.TEN SORONG· SELATAN', "f 

B.ERITA DAERAH KAB:UPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2022 NOMOR: lo .. " 
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